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Abstrak
Implementasi kebijakan pengawasan penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat
masih menghadapi permasalahan sehingga kebijakan tersebut perlu dievaluasi. Evaluasi kebijakan tersebut
didasarkan pada kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsif, dan ketepatan. Melalui
penelitian dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif, evaluasi dilakukan berdasarkan data hasil
wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan antara lain kepada Komisioner KPID
Jawa Barat, dan asosiasi penyiaran baik televisi maupun radio di Jawa Barat. Kebijakan pengawasan
penyiaran oleh KPID Jawa Barat sudah dilaksanakan dengan cukup baik terutama dilihat dari kriteria
efektivitas, pemerataan, responsif. Kendala implementasi kebijakan pengawasan masih dihadapi pada
kriteria efisiensi, kecukupan, dan ketepatan. Salah satu kendalanya adalah Pedoman Perilaku Penyiaran dan
Standar Program Siaran sebagai dasar pelaksanaan pengawasan bagi KPID Jawa Barat perlu direvisi. Selain
itu KPID Jawa Barat masih menghadapi kendala dalam keterbatasan sumber daya manusia dan sarana
prasarana yang dibutuhkan bagi pengawasan penyiaran. Selain itu regulasi bagi partisipasi masyarakat
dalam pengawasan penyiaran masih perlu diperjelas.
Kata Kunci: Kebijakan, Evaluasi, Pengawasan Penyiaran.

Evaluation of the Broadcasting Supervision Policy of the Indonesia
Broadcasting Commission for the West Java Region

Abstract

The implementation of the broadcasting supervision policy by the West Java Regional Indonesian Broadcasting
Commission (KPID) still faces problems so that the policy needs to be evaluated. The evaluation of the policy is
based on the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. Through
research with a descriptive qualitative method approach, the evaluation was carried out based on data from
interviews, observations, and document studies. Interviews were conducted with, among others, the
Commissioners of the West Java KPID, and broadcasting associations, both television and radio in West Java.
The broadcasting supervision policy by the West Java KPID has been implemented quite well, especially in
terms of the criteria of effectiveness, equity, and responsiveness. Obstacles to the implementation of the
supervision policy are still faced in the criteria of efficiency, adequacy, and accuracy. One of the obstacles is
that the Broadcasting Behavior Guidelines and Broadcast Program Standards as the basis for implementing
supervision for the West Java KPID need to be revised. In addition, the West Java KPID still faces obstacles in
the limited human resources and infrastructure needed for broadcasting supervision. In addition, regulations
for community participation in broadcasting supervision still need to be clarified.

Keywords: Policy, Evaluation, Broadcasting Supervision.
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A. PENDAHULUAN

Kebijakan pengawasan penyiaran merupakan
upaya pemerintah mengatur serta mengawasi
penyiaran dengan tujuan agar kepentingan
publik terlindungi dan memastikan kualitas isi
konten siaran. Pemerintah melalui peraturan
perundang-undangan penyiaran mengatur
standar isi konten siaran, iklan, kebebasan
dalam berekspresi, perlindungan terhadap
anak, dan hal lain yang berkaitan. Kebijakan ini
menetapkan kerangka kerja untuk mengawasi
penyiaran dan memberikan otoritas kepada
lembaga pengawas untuk melaksanakan tugas
mereka (Zulkarnaini, 2016). Pengawasan di
bidang penyiaran semakin penting dalam era
pertumbuhan media komunikasi modern saat
ini khususnya media televisi dengan sistem
siaran televisi berjaringan. Sistem siaran
televisi berjaringan ini terkait erat dengan
upaya memastikan diversity of content dan
diversity of ownership (Primasanti, 2009)
sebagai syarat penyiaran yang demokratis.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran menekankan kepada
seluruh Lembaga penyiaran, terutama televisi
nasional guna  melangsungkan  siaran
berjaringan. Undang-undang tersebut
merupakan upaya transisi dari kekuasaan
negara (state-based powers) ke arah kekuasaan
publik (public-based powers) (Sudibyo, 2009).
Secara politis, Undang-Undang Penyiaran
menegaskan bahwa masyarakat, bukan
pemerintah, merupakan subjek utama dalam
ranah penyiaran. Perkembangan media
penyiaran berimplikasi pada program siaran.
Masih banyak program siaran dinilai rendah
dalam kualitasnya karena terlalu fokus pada

peringkat penonton semata, tanpa
mempertimbangkan manfaat bagi para
penonton. Program televisi yang sering

disoroti oleh masyarakat umumnya adalah
konten yang mengandung unsur seksual,
pornografi, dan kekerasan, yang dianggap
memiliki dampak negatif terutama bagi anak-
anak dan remaja. Tayangan televisi masih
dipandang oleh masyarakat sebagai tayangan
yang rendah mutunya dan tidak mendidik.

Untuk mencegah dampak dari masalah
tersebut mendorong pemerintah untuk
mendirikan sebuah badan yang mengawasi

berbagai aspek penyiaran, yang dikenal dengan
nama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang
dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2002. Keberadaan Komisi tersebut baik
di tingkat Pusat (KPI) maupun daerah tingkat
provinsi (KPID). KPI merupakan lembaga
negara independen yang memiliki fungsi salah
satunya dalam mengawasi pelaksanaan
peraturan  beserta  pedoman  perilaku
penyiaran, dan standar program siaran, serta
memberi sanksi atas pelanggaran peraturan
beserta pedoman perilaku penyiaran, juga
standar program siaran.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi
pengawasan penyiaran, KPI menetapkan
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor
01 Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku
Penyiaran, beserta Peraturan KPI Nomor 02
Tahun 2012 terkait Standar Program Siaran.
Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) merupakan
panduan mengenai etika penyiaran dan
pengawasan penyiaran secara nasional,
sedangkan Standar Program Siaran (SPS)
adalah pedoman tentang isi program yang
mencakup batasan, larangan, kewajiban, dan
peraturan penyiaran, beserta sanksinya, yang
ditetapkan oleh KPI. Berdasarkan kedua
ketentuan tersebut, lembaga penyiaran dapat
mengetahui konten yang dapat atau tidak
dapat ditayangkan, serta diharapkan isi
tayangan televisi tidak akan melenceng dan
akan sesuai dengan prinsip, tujuan, fungsi, dan
arah penyiaran di Indonesia. Regulasi ini
dirancang untuk mendorong inovasi kreatif
dari pelaku penyiaran, sambil tetap
memperhatikan norma, etika, dan hukum yang
berlaku. Aturan ini mencerminkan
kepentingan luas masyarakat terhadap
perkembangan industri penyiaran di Indonesia
(Nasution, 2021).

Beberapa penelitian menunjukan masih
kurang efektifnya implementasi kebijakan
pengawasan penyiaran yang dilakukan oleh
KPID. Penelitian Sunarno (2019) menunjukkan
belum efektifnya implementasi kebijakan
pengawasan penyiaran terlihat dari belum
diterapkannya pemberian sanksi terhadap
lembaga penyiaran yang tidak memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penelitian terhadap stasiun televisi
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berjaringan yang ada di Yogyakarta mengkaji
implementasi kebijakan peraturan perundang-
undangan khususnya Peraturan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
Hasil penelitian memperlihatkan masih
banyaknya stasiun televisi berjaringan yang
belum memenuhi Kkewajiban menyiarkan
program siaran lokal dengan durasi minimal
10% dari durasi siar per hari pada jam 05.00
sampai 22.00 WIB. Luaylik dan Hudaya (2018)
dalam penelitiannya menunjukkan bahwa
fungsi pengawasan penyiaran khususnya
untuk program musik dangdut oleh KPID Jawa
Timur masih terkendala oleh aspek sumber
daya baik tenaga pelaksana maupun sarana
prasarana pengawasan dan adanya
perbedaana kepentingan industri penyiaran
dengan penegakkan hukum.

Begitu pula  implementasi  kebijakan
pengawasan penyiaran oleh KPID Jawa Barat
masih menghadapi permasalahan. KPID Jawa
Barat sendiri merupakan salah satu komisi di
daerah yang harus mengawasi lembaga
penyiaran terbanyak di Indonesia yaitu
sebanyak 437 lembaga penyiaran (Humas
Pemprov Jawa Barat, 2021). Permasalahan
pertama yang dihadapi KPID Jawa Barat adalah
masih tingginya jumlah aduan yang masuk ke
KPID Jawa Barat pada tahun 2021, yakni
sebanyak 193 aduan. Pengaduan tersebut
antara lain menyangkut isi penyiaran yang
melanggar ketentuan perlindungan
Perempuan dan anak (58 aduan), hak privasi
(26 aduan), bermuatan seks (18 aduan), serta
kepentingan publik (15 aduan).

Masalah lain terkait efektivitas pengawasan
penyiaran yang dilakukan KPID adalah
ketebatasan jangkauan siaran. Jangkauan
siaran yang terbatas juga dapat membatasi
kemampuan KPID Jawa Barat untuk memantau
siaran secara langsung. Jika stasiun televisi
atau radio tersebut hanya menyiarkan di
daerah tertentu yang sulit dijangkau, maka
sulit bagi KPID Jawa Barat untuk melakukan
pemantauan secara langsung. Data kegiatan
Bidang Isi Siaran tahun 2021 menunjukkan
bahwa KPID Jawa Barat hanya memantau
siaran televisi dan radio dari dan di Kota
Bandung. Sedangkan radio dan televisi yang

bersiaran di luar kota Bandung, dipantau
secara sampel pada setiap bulan dalam
kegiatan Penertiban dan Pembinaan Isi Siaran.
Oleh  karena itulah maka kebijakan
pengawasan penyiaran oleh Komisi Penyiaran
Indonesia khususnya di daerah perlu
dievaluasi kembali keberhasilannya dalam
mewujudkan  program penyiaran yang
berkualitas. Artikel ini bertujuan untuk
menjelaskan  hasil evaluasi  kebijakan
pengawasan penyiaran di Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah dengan kasusnya di Jawa

Barat  berdasarkan  aspek-aspek  yang
dirumuskan oleh William Dunn (1994) yang
meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan,

pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.
B. METODE

Evaluasi kebijakan pengawasan penyiaran oleh
KPID Jawa Barat dilakukan dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Data dan
informasi dikumpulkan melalui wawancara
dengan informan dari Ketua KPID Jawa Barat,
Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan
Sistem Penyiaran KPID Jawa  Barat,
Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jawa
Barat, Koordinator Bidang Isi Siaran KPID Jawa
Barat, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia
(ATVSI) Jawa Barat, Asosiasi Televisi Digital
Indonesia (ATSDI) Jawa Barat, dan Persatuan
Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia
(PRSSNI) Jawa Barat. Data dan informasi
dikumpulkan pula melalui teknik pengamatan
dan kajian dokumen.

Data dan informasi yang diperoleh dari
wawancara, pengamatan, dan kajian dokumen
diolah dan dianalisis dengan melalui prosedur
penelitian kualitatif yang meliputi reduksi data,
pengolahan dan penyajian data, serta
penyimpulan hasil temuan. Data dianalisis
dengan teknik analisis isi terhadap isi transkrip
wawancara, catatan observasi, dan isi dokumen.
Verifikasi data dilakukan melalui triangulasi
sumber dan teknik.

C. PEMBAHASAN
1. Evaluasi Kebijakan Pengawasan

Evaluasi kebijakan pengawasan penyiaran oleh
KPID Jawa Barat dalam penelitian ini diartikan
sebagai kegiatan yang direncanakan untuk
mengevaluasi hasil-hasil kebijakan
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pemerintah, yang sering kali memiliki
perbedaan yang signifikan dalam spesifikasi
obyeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan
metode analisisnya (Widodo, 2007). Karena
evaluasi merupakan suatu proses penilaian,
maka sangat dibutuhkan kriteria untuk
menentukan apakah kebijakan tersebut sudah
berhasil atau sebaliknya mengalami kegagalan
di dalam mencapai apa yang diinginkan. Dalam
penelitian ini kriteria evaluasi yang digunakan
adalah yang dirumuskan oleh Dunn (1994)
yang mencakup efektivitas, efisiensi,
kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan
ketepatan.

a. Efektivitas

Kriteria efektivitas berperan penting dalam

proses evaluasi kebijakan pengawasan
penyiaran KPID Jawa Barat. Kriteria ini
digunakan untuk menilai apakah suatu
kebijakan sudah mencapai hasil yang
diharapkan atau tujuan dari dibuatnya

kebijakan, dan berkontribusi pada pengawasan
penyiaran di Jawa Barat. Kebijakan
pengawasan penyiaran merupakan tanggung
Jawab KPID Jawa Barat selaku wakil KPI yang
bertugas di tingkat provinsi. Tujuan dari
kebijakan pengawasan penyiaran ini adalah
mengatur program siaran guna kemanfaatan
sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa efektivitas
kebijakan pengawasan penyiaran sudah cukup
baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaannya yang
sesuai dengan tujuan pengawasan penyiaran
agar lembaga-lembaga penyiaran mematuhi
ketentuan yang tertuang dalam Pedoman
Perilaku Penyiaran dan Standar Program
Siaran yang ditetapkan oleh KPI. Dengan
adanya pedoman dan standar tersebut
lembaga penyiaran dari unsur televisi maupun
radio memiliki komitmen yang cukup baik
untuk untuk mematuhi kebijakan dan
menjadikan kedua ketentuan KPI tersebut
sebagai dasar pembuatan program serta isi
siaran.

Efektivitas kebijakan pengawasan penyiaran
oleh KPID Jawa Barat dikatakan cukup baik
terlihat dari semakin menurunnya jumlah
temuan pelanggaran oleh pemantau dari KPID.
Awalnya dari dari tahun 2020 sampai dengan
2021 terjadi sedikit peningkatan jumlah

temuan pelanggaran yaitu dari 187 temuan
menjadi 193 temuan. Namun pada tahun 2022
terjadi penurunan drastis temuan pelanggaran
tersebut yaitu hanya sejumlah 72 pelanggaran.
Hal ini menunjukkan cukup efektifnya KPID
Jawa Barat di dalam mengawasi kepatuhan
lembaga penyiaran terhadap ketentuan KPI
terkait perilaku penyiaran dan standar
program siaran.

b. Efisiensi

Efisiensi menurut teori evaluasi kebijakan
Dunn (1994) berperan penting untuk menilai

jumlah usaha yang dibutuhkan guna
menambah tingkat efektivitas tertentu.
Efisiensi bersinonim dengan rasionalitas

ekonomi yaitu hubungan di antara efektivitas
dan usaha yang biasanya diukur dari aspek
moneter. Kebijakan pengawasan penyiaran
oleh KPID Jawa Barat dari kriteria efisiensi
masih terkendala oleh keterbatasan sumber
daya, baik sumber daya manusia, sarana dan
prasarana, maupun anggaran. Dari aspek SDM
pelaksanaan kebijakan pengawasan masih
kurang didukung oleh ketersedian tenaga
pemantau yang memiliki kompetensi khusus
dan jumlah yang memadai. Dari aspek sarana
dan prasarana juga belum didukung oleh
teknologi terkini dan server yang lebih baik.

Dari aspek anggaran untuk pengawasan
penyiaran belum mencukupi untuk
operasional lingkup Jawa Barat yang

mempunyai daerah yang luas dan Lembaga
penyiaran terbanyak di Indonesia. Bahkah dari
sisi anggaran KPID Jawa Barat masih belum
mandiri karena masih berada di bawah Dinas
Komunikasi dan Informatika. Hal ini membuat
KPID Jawa Barat kesulitan dalam penambahan
SDM maupun sarana prasarana yang
dibutuhkan.

c. Kecukupan

Kriteria kecukupan menurut Dunn (1994)
berkorelasi sejauh mana tingkat efektivitas
suatu kebijakan memuaskan nilai, kebutuhan,
ataupun kesempatan untuk menyelesaikan
pemasalahan yang ada. Kriteria kecukupan
memfokuskan pada kuatnya hubungan antara
kebijakan dengan yang diharapkan. Kebijakan
pengawasan penyiaran yang berpedoman
kepada perilaku penyiaran dan standar
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program siaran diharapkan dapat menertibkan
lembaga penyiaran televisi maupun radio,
untuk menghormati dan menjungjung tinggi
hak dan kepentingan publik. Peraturan KPI
Nomor 1 dan 2 tahun tahun 2012 diharapkan
menjadi solusi dan menertibkan konten dan isi
siaran yang disuguhkan sesuai dengan regulasi
yang berlaku.

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa
kebijakan pengawasan penyiaran oleh KPID
Jawa Barat dari kriteria kecukupan sudah bisa
mengatasi permasalahan terkait dengan
kualitas  penyiaran dan meminimalisir
pelanggaran. Hal ini tercapai tiada lain
didukung karena adanya keterlibatan dan
kontribusi para pemangku kepentingan baik
dinas terkait, lembaga penyiaran maupun
masyarakat yang Dberpartisipasi dalam
menyampaikan pengaduan, pendidikan
melalui kegiatan sosialisasi, dan memberi
bantuan secara teknis dalam pengawasan
penyiaran.

d. Pemerataan

Pemerataan pada evaluasi kebijakan ialah
kriteria yang perlu dinilai, sebab salah satu
kriteria supaya kebijakan itu dianggap baik
ialah saat kebijakan merata diberikan pada
kelompok sasaran yang berbeda-beda. Kondisi
pengawasan oleh KPID Jawa Barat kepada
lembaga penyiaran secara langsung
menunjukan fakta jangkauan pemantayan yang
masih terbatas di daerah regional Bandung
raya. Untuk daerah lainnya KPID Jawa Barat
melakukan  pengawasan  dengan  cara
menghimpun rekaman penyiaran setiap
bulannya. Namun demikian KPID Jawa Barat
mencoba memaksimalkan pengawasan
penyiaran untuk dapat secara merata
menjangkau wilayah regional Jawa Barat
dengan cara melakukan edukasi melalui
sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga
penyiaran. Sosialisasi ini dibuat atas dasar
kesadaran semua pihak dalam upaya menjaga
kualitas penyiaran di Jawa Barat. Dengan
adanya sosialisasi ini menurut informan dari
KPID tercipta pemerataan pengetahuan
lembaga penyiaran mengenai pedoman
perilaku penyiaran dan standar program
siaran. Sosialisasi kebijakan tersebut kepada
masyarakat sebagai mitra strategis KPID telah

membekali Masyarakat dengan pengetahuan
mengenai kebijakan pengawasan penyiaran.
Dengan pengetahuan tersebut Masyarakat
diharapkan dapat membantu KPID Jawa Barat
dalam melaksanan pengawasan kepada
lembaga penyiaran secara lebih merata lagi.

e. Responsivitas

Responsivitas (responsiveness) merupakan
kriteria yang berkaitan dengan sejauh suatu
kebijakan mampu memuaskan preferensi,
kebutuhan, ataupun nilai kelompok-kelompok
masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas
krusial karena suatu kebijakan yang sudah
memenuhi Kkriteria lainnya seperti efisiensi,
efektivitas, kecukupan, pemerataan, masih
belum sepenuhnya dinilai sebagai kebijakan
yang berhasil kebijakan tersebut masih belum
menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok
yang seharusnya diuntungkan dari keberadaan
kebijakan. Kebijakan pengawasan yang
berpedoman kepada Peraturan KPI Nomor 1
dan 2 tahun 2012 yang mengatur perilaku
penyiaran dan standar program siaran masih
belum sepenuhnya dapat merespon kebutuhan
KPID sebagai lembaga yang bertanggung jawab
atas pengawasan penyiaran. Kebutuhan KPID
tersebut adalah terkait dengan kebijakan yang
mengatur perkembangan media smart TV
sebagai teknologi terkini dalam bidang
pertelevisian. Namun dari sisi lembaga
penyiaran, peraturan perilaku dan program
siaran tersebut sudah merespon kebutuhan
lembaga penyiaran sebagai objek pelaksana
kebijakan dalam hal isi siaran yang disuguhkan

dan perilaku penyiaran yang harus
diperhatikan. = Begitu  pula  kebutuhan
masyarakat  selaku  penikmat  kualitas

penyiaran untuk mendapatkan penyiaran yang
baik sesuai hak dan kepentingan publik sudah
direspon oleh adanya peraturan KPI tersebut.

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari
tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya
asumsi yang melandasi tujuan tersebut.
Menurut Dunn (1994), ketepatan kebijakan
berkaitan dengan kelayakan dan kebernilaian
hasil atau tujuan yang diinginkan dari sebuah
kebijakan. Berdasarkan kriteria tersebut
pelaksanaan kebijakan pengawasan penyiaran

590

E-ISSN : 2988-5485 (online)



KONFERENSI NASIONAL

ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

oleh KPID Jawa Barat sudah cukup baik.
Kebijakan pengawasan penyiaran sudah
memberikan manfaat bagi lembaga penyiaran
untuk menjalankan dunia penyiaran dan bagi
masyarakat untuk memperoleh isi siaran yang
berkualitas. Namun demikian, isi dari pedoman
perilaku penyiaran dan standar program
siaran yang tercantum di dalam Peraturan KPI
Nomor 1 dan 2 Tahun 2012 masih memerlukan
pembaruan. Pembaruan tersebut diperlukan
untuk menjawab perkembangan teknologi di
bidang penyiaran yang semakin pesat dan
sudah tidak selaras lagi dengan teknologi pada
saat peraturan tersebut diterbitkan pada tahun
2012.

2. Faktor-faktor Penghambat

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa
kebijakan pengawasan penyiaran oleh KPID
Jawa Barat sudah cukup baik dilaksanakan
berdasarkan enam Kkriteria yang dirumuskan
oleh Dunn (1994), namun masih terdapat
berbagai faktor penghambat pencapaian
kinerja kebijakan pengawasan secara optimal.
Pertama, dari kriteria efektivitas dan
ketepatan, kebijakan pengawasan penyiaran
yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat
terkendala oleh isi kebijakan yang diatur di
dalam Peraturan KP Nomor 1 dan 2 tahun 2012
tentang pedoman perilaku penyiaran dan
standar program siaran. Isi ketentuan dalam
kebijakan tersebut ada yang sudah kurang
sesuai lagi dengan dengan trend teknologi
terkini dalam bidang pertelevisian salah
satunya adalah kehadiran smart TV yang
membuat masyarakat bebas mengakses konten
internet yang disajikan berbarengan di dalam
televisi. Pengaturan perilaku dan standar
program siaran untuk jenis media televisi
seperti itu belum diatur di dalam kedua
Peraturan KPI tersebut. Kedua, pencapaian
kriteria efisiensi dan kecukupan dari kebijakan
pengawasan penyiaran oleh KPID Jawa Barat
masih terkendala oleh ketersedian jumlah SDM
yang tidak seimbang dengan jumlah lembaga
penyiaran yang harus diawasi. Selain itu
anggaran untuk melaksanakan kegiatan
pemantauan masih terbatas dan belum
mandiri. Keterbatasan anggaran tersebut
berimplikasi pada  keterbatasan  untuk
meningkatkan sarana dan prasarana yang

dibutuhkan dalam kegiatan pengawasan.
Ketiga, kendala pada faktor

Kendala ketiga pelaksanaan kebijakan
pengawasan  penyiaran pada  kriteria
pemerataan adalah kurangnya intensitas

kegiatan edukasi oleh KPDI Jawa Barat dalam
bentuk sosialisasi kepada lembaga penyiaran.
Sosialisasi  kebijakan pedoman perilaku
penyiaran dan standar program siarah menjadi
penting bagi pegawai di lembaga penyiaran
mengingat pergantian sumber daya manusia di
lembaga tersebut cukup dinamis. Keempat,
kendala pencapaian kriteria resposivitas dalam
pelaksanaan kebijakan pengawasan terkait
dengan program KPID Jawa Barat dalam
pembentukan komunitas PIS (Pemantau Isi
Siaran) yang terdiri dari unsur organisasi

masyarakat, kepemudaan, dan lembaga
pendidikan. Program tersebut dianggap
kurang  berhasil karena  keterbatasan

partisipasi relawan, status, dan pemahaman
relawan terhadap perkembangan teknologi di
bidang penyiaran.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Pelaksanaan kebijakan pengawasan penyiaran
dengan kasus di KPID Jawa Barat menunjukkan
kinerja yang sudah cukup baik. Hal tersebut
terlihat dari sudah terpenuhinya Kkriteria-

kriteria penilaian kinerja kebijakan
pengawasan penyiaran, yang mencakup
kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan,
pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Namun demikian berbagai faktor kendala baik
yang berasal dari organisasi KPID sendiri,
maupun lembaga penyiaran serta partisipasi
masyarakat, mengakibatkan pelaksanaan
kebijakan pengawasan penyiaran oleh KPID
Jawa Barat masih perlu ditingkatkan. Dari sisi
lembaga KPID, kendala yang dihadapi adalah
keterbatasan sumber daya yang dibutuhkan
untuk menjangkau pemantauan lembaga
siaran yang jumlahnya paling besar
dibandingkan dengan wilayah lainnya di
Indonesia. Kendala lainnya yang juga sangat
mempengaruhi pelaksanaan kebijakan
pengawasan  penyiaran adalah  terkait
ketentuan isi dalam kebijakan KPI terkait
dengan pedoman perilaku penyiaran dan
standar program siaran yang belum
mengakomodir perkembangan terkini dalam

591

E-ISSN : 2988-5485 (online)



KONFERENSI NASIONAL

ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

media penyiaran termasuk perkembangan
teknologinya. Dari sisi masyarakat, kendala
dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan
penyiaran adalah Kketerbatasan partisipasi
masyarakat khususnya komunitas pemantau
isi siaran yang dibentuk oleh KPID yang
terkendala oleh status dan penguasan
teknologi di bidang penyiaran dari para
relawan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini
merumuskan beberapa rekomendasi
peningkatan pelaksanaan kebijakan
pengawasan penyiaran yang lebih baik lagi.
Rekomendasi pertama adalah penguatan
kelembagaan KPID Jawa Barat melalui
pembangunan kemandirian anggaran lembaga
tersebut yang disertai dengan peningkatan
besaran anggarannya. Kedua, perlunya
merevisi kebijakan KPI yang dituangkan dalam
Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku
Penyiaran dan Standar Program Siaran yang
disesuaikan dengan perkembangan dan trend
teknologi di bidang penyiaran pertelevisian
dan radio. Dalam melakukan revisi ini, KPID
Jawa Barat dapat menjadi inisiator dan motor
penggerak dari pembaruan kebijakan KPL
Ketiga, perlunya KPID Jawa Barat membentuk
Forum Masyarakat Peduli Penyiaran untuk
memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi

masyarakat yang mempunyai kepedulian

terhadap penyiaran.
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